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___ Kata Pengantar — =~ ;

Buku ini sebenarnya belum tuntas secara keseluruhan. Kalau
persentase, kira-kira baru 75% selesai dan 25% lagi merupakan
kekurangannya. Kekurangannya itu antara lain:

a. literatur yang saya jadikan bahan dan acuan dalam pembahasan
mengenai pokok masalah dalam buku ini sangat sedikit baik yang
berupa buku ilmiah maupun jurnal ilmiah ilmu hukum;

b. sama sekali tidak ada rujukan mengenai masalah yang sama
atau serupa dari hukum nasional negara-negara lain, khususnya
mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah
Agungnya untuk menguji undang-undang ataupun peraturan
presidennya yang berkenaan dengan pengesahan perjanjian
internasional;

c. sebagai seorang yang tidak memiliki keahlian yang mendalam
tentang hukum tata negara Indonesia, sedangkan materi muatan
atau substansi dari pokok masalah yang dibahas hampir 40%
merupakan bidang hukum tata negara Indonesia, sepanjang
menyangkut masalah yang mengandung dimensi hukum tata
negara Indonesia, tampak pembahasannya sangat dangkal;

d. penggunaan istilah-istilah yang sama, ada yang saya gunakan
dalam pengertian yang berbeda dan sebaliknya ada istilah-
istilah yang berbeda saya gunakan dalam pengertian yang sama,
jadi tampak tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena saya
sendiri kesulitan dalam memilih istilah mana paling tepat untuk
digunakan.

Namun dari kekurangan tersebut, saya dapat memetik
hikmahnya. Saya merasa lebih bebas dan leluasa mengeksplorasi
masalah pokoknya serta mengeksploitasi persoalan-persoalan yuridis
maupun teknis yang terkandung di dalamnya. Saya pun lebih bebas
dan leluasa dalam mengkajinya. Sudah tentu dengan risiko, bahwa
hasil pengkajian saya kurang mendalam.
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Selain itu, apa vang saya paparkan sebagai pendapat atau
pandangan saya, ada kemungkinan sama atau hampir sama dengan
pendapat dan pandangan sarjana lain baik sarjana Indonesia
maupun asing vang sudah lebih dahulu mengemukakannya. Kalau
ini terjadi, ini hanyalah sesuatu yang kebetulan saja. Saya sama
sekali tidak mempunyai niat, maksud, tujuan, dan kesengajaan untuk
melakukannya. Ini sama saja dengan plagiat atau penjiplakan  atas
pendapat dan karya orang lain, sesuatu yang terlarang cdalam dunia
ilmiah.

Dalam kondist seperti inilah saya persembahkan buku ini ke
hadapan para pembaca. Selanjuinya para pembaca pun akan lebih
bebas dan leluasa mengritisi substansinya, khususnya terhadap
pendapat dan pandangan saya mengenai masalah pokok maupun
masalah yuridis dan teknisnya. Inilah yang saya harapkan sekali dari
para pembaca.

Atas semua pandangan dan tanggapan para pembaca, saya
mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan
kepada saucari Aloina 5. SH. MH. dan seluruh pihak di penerbit
CV Yrama Widva, Bandung yang telah menerbitkan buku ini.

Bandung, Maret 2019

f Wayan Parthiana
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g AT 1

HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL:
SUATU TINJAUAN UMUM

1.1. Pengantar

Hukum internasional dan hukum nasional memang merupakan
dua bidang hukum yang sudah dikenal oleh setiap orang yang
mendalami ilmu hukum. Sebagian orang memahami kedua bidang
hukum tersebut berdiri sendiri dan berbeda sama sekali. Sebagian
lagi juga memahami sebagai bidang hukum yang berdiri sendiri
tetapi saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Perbedaan
pemahaman ini menimbulkan konsekuensi berantai, mulai dari tahap
landasan falsafah, proses pembuatan dan pengimplementasian serta
penyelesaian segala permasalahan yang ditimbulkan dan yang terakhir
adalah tentang pengakhiran dengan segala konsekuensi hukumnya.
Dalam Bab ini akan dibahas masing-masing tentang apa itu hukum
internasional dan hukum nasional. Namun pembahasannya hanyalah
secara umum saja dan boleh dikatakan sebagai pemadatan dari apa
yang telah dibahas secara mendalam oleh para ahli hukum di dalam
karya-karya ilmiahnya.

Mengenai hukum internasional, pembahasan di mulai dari
pengertian atau pendefinisian hukum internasional sebab dengan
memahami definisinya akan dapat diketahui tentang batas-batas
luarnya, dan tentu saja secara umum tentang kerangkanya. Dari situ
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mulai dikenali substansinya secara garis besar. Teniu pembahasan
kurang lengkap jika tidak disertai dengan pemaparan mengenai
sejarah serta perkernbangan hukum internasional tersebut dari masa ke
masa hingga kini, khususnya perkembangan mengenai substansinya.
Yang juga tidak kalah penting untuk dikenali di samping substansinya
adalah tentang karakter hukum internasional itu sendiri sebab
karakter inilah yang menentukan bagaimana pengimplementasian
dan segala konsekuensi hukumnya. Bahwa hukum tertulis pada
umumnya, hukum internasional pada khususnya, memang merupa-
kan produk dari proses politik dan hubungan internasional. Oleh
karena ifu, maka perlu dipahami dan dikaji bagaimana politik
dan hubungan internasional menjadi faktor yang berperan dalam
pembuatan, pelaksanaan maupun pengakhiran hukum internasional
itu. Akhirnya tetapi bukan yang terakhiy, adalah tentang bagaimana
hukum internasional dalam abad ke-21 hingga prospeknya dalam
menyongsong abad ke-22 sebagail hukum internasional yang paling
mutakhir.

Selanjutnya difakukan pembahasan mengenai hukum nasional
dengan pola pembahasan yang sama dengan pembahasan hukum
internasional. Dimulai dari definisi, substansi serta ruang lingkupnya.
Dilanjutkan dengan permmbahasan mengenai kharater hukum nasional
secara umum dan secara lebih khusus adalah karakter dari hukum
nasional Indonesia, Juga tentang sejarah lahir dan perkembangan
hukum nasional secara umum, namun dengan lebih banyak mengacu
pada hukum nasional Incdonesia. Supaya pemahaman tentang hukum
nasional lebih komprehensif dan aktual, yang perlu dipahami secara
lebih mendalam tanpa mengabaikan faktor sejarah, adalah hukum
nasional pada masa kini, abad ke-21 dan prospeknya menyongsong
abad ke-22.

Akhirnya Bab [ ini diakhiri dengan membandingkan antara kedua
bidang hukum tersebut, hukum internasional dan hukum nasional,
serta menganalisis keduanya baik dengan meninjau persamaan
maupun perbedaannya. Hasil perbandingan dan analisis ini akan
bermanfaat dalam membahas bagaimana keduanya berinteraksi dan
apa akibat-akibat hukumnya.
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1.2. Hukum Internasional

1.2.1. Pengertian, Substansi, dan Ruang Lingkup
Hukum Internasional

1.2.1.a. Istilah untuk hukum internasional dalam lintasan
sejarah

Tentang pengertian atau definisi hukum internasional, ada
bermacam-macam dan masing-masing erat hubungannya dengan
sejarah serta perkembangannya sendiri. Pertama, pada masa awal
pertumbuhannya pada zaman kuno, hukum internasional diartikan
sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Ini erat
kaitannya dengan negara sebagai satu-satunya subjek hukum
internasional, sehingga apa yang sekarang disebut hukum internasional
pada masa itu dikenal sebagai hukum antarnegara (inter-states law).
Kemudian beberapa abad sebelum dan sekitar Abad Pertengahan dan
abad sesudahnya, timbul paham negara kebangsaan karena negara
diidentikkan dengan bangsa. Selanjutnya lahir serta berkembang
paham kebangsaan dan negara kebangsaan. Hal ini berdampak
terhadap istilah hukum internasional dengan munculnya istilah baru,
yakni, hukum antarbangsa (the law among nations) atau hukum
bangsa-bangsa (the law of nations).

Lalu setelah Perang Dunia II, jumlah dan macam negara semakin
bertambah, hubungan atau pergaulan internasional sudah semakin luas
karena subjeknya yang semakin bertambah, demikian pula hubungan
hukum antara subjek-subjeknya maupun objek yang diaturnya
semakin bertambah, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga istilah
hukum antarnegara, hukum antarbangsa ataupun hukum bangsa-
bangsa dipandang sudah tidak sesuai lagi. Mulailah diperkenalkan
istilah hukum internasional (international law). Istilah hukum
internasional semakin lama semakin populer dalam penggunaannya
yang tampaknya lebih sesuai dan lebih menceminkan substansinya
dibandingkan dengan istilah hukum antarnegara atau hukum bangsa-
bangsa. Namun demikian, di antara para sarjana hukum internasional
setelah Perang Dunia Il masih ada yang menggunakan istilah hukum
bangsa-bangsa dalam karya-karyanya meskipun substansinya sudah
jauh lebih luas dan dapat dikatakan sama dengan substansi dari istilah

hukum internasional.
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Selain itu, dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, selain
istilah hukum internasional juga populer istilah hukum publik
internasional (public international law) yang disandingkan dengan
istilah hukum perdata internasional (private international law). Hukum
publik internasional digunakan untuk menunjukkan sekumpulan
kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum internasional yang bersifat
publik sedangkan hukum perdata internasional digunakan untuk
menunjukkan sekumpulan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum
internasional yang bersifat perdata. Kedua istilah ini, terutama pada
masa sebelum Perang Dunia I, lazim digunakan pada masa perbedaan
antara kedua bidang hukum tersebut (hukum publik internasional
dan hukum perdata internasional) memang cukup besar. Pada masa
itu, masalah-masalah internasional yang bersifat publik dan perdata
memang secara jelas dapat dibedakan. Singkatnya, hukum publik
internasional mengatur hubungan-hubungan hukum internasional
yang bersifat publik sedangkan hukum perdata internasional mengatur
hubungan-hubungan hukum internasional yang bersifat perdata.

Akan tetapi, setelah Perang Dunia II tersebut, terutama ketika
memasuki dasawarsa lima dan enam puluhan, masalah-masalah
internasional berkembang dengan sangat pesat sehingga menjadi
sangat kompleks. Masalah-masalah yang semula bersifat publik dan
perdata semakin sulit untuk dipisahkan karena keduanya membaur
dan menunjukkan ciri dan corak tersendiri yang berbeda dengan
keduanya. Hal ini berdampak terhadap perkembangan hukum
publik internasional dan hukum perdata internasional. Keduanya
menunjukkan adanya pembauran menjadi satu bidang hukum
yang juga menampakkan ciri dan corak tersendiri. Tampaknya atas
dasar itulah, sekitar dasawarsa enam puluhan, seorang sarjana
hukum internasional, Phillips C. Jessup, sesuai dengan judul
bukunya “Transnational Law” memperkenalkan istilah baru untuk
menggantikan istilah hukum publik internasional dan hukum perdata
internasionial, yang dipandangnya sudah tidak sesuai lagi disebabkan
karena perkembangannya yang demikian pesat dan masalah-masalah
internasional yang diaturnya juga semakin bertambah kompleks. Istilah
yang diusulkannya adalah hukum transnasional (transnational law).
Akan tetapi, istilah ini tidak banyak mendapat respons dari kalangan
sarjana hukum internasional pada masanya hingga kini sehingga istilah
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ini menjadi tenggelam ditelan zaman. Kedua istilah tersebut di atas
yaitu hukum (publik) internasional dan hukum perdata internasional
hingga kini masih tetap digunakan namun dengan metode pendekatan
yang berbeda dengan pendekatan pada masa sebelumnya.

1.2.1.b. Definisi substansi dan ruang lingkup hukum
internasional

Hukum internasional yang substansinya amat luas dan kompleks
dewasa ini, perlu ditetapkan batasan atau definisinya terlebih dahulu
supaya bisa menjadi tegas dan jelas substansi dan ruang lingkupnya.
Sebenarnya setiap sarjana hukum internasional yang menulis buku teks
(textbook) tentang hukum internasional, mengemukakan definisinya
sendiri tentang hukum internasional. Definisi-definisi tersebut,
sebagaimana biasa, sudah tentu satu dengan lainnya mengandung
persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, suatu hal yang
lumrah dalam dunia ilmiah.

Dalam hal ini, akan dikemukakan suatu definisi tentang hukum

internasional yang sekiranya dapat dipandang mencakup semua
aspek dan substansi hukum internasional itu sendiri, sebagai berikut.

Hukum internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan prinsip-

prinsip hukum yang berkenaan dengan:

a. Subjek-subjek hukum internasional seperti, negara, organisasi
internasional antarpemerintah, organisasi internasional non-
pemerintah, organisasi pembebasan, takhta suci, kaum beligerensi,
badan hukum multi atau transnasional, individu dan lain-lain;

b. hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek-subjek hukum
internasional tersebut pada butir a;

c. perilaku dari para subjek hukum internasional tersebut pada butir
a yang mengandung dimensi-dimensi internasional;

d. objek-objek dari hukum internasional, yang jumlah dan macamnya
sangat tak terhitung banyaknya; seperti, laut, udara, angkasa,
sumber daya alam, peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi, seperti
iklim, cuaca, dan lain-lain;

e. hubungan-hubungan hukum antarsubjek-subjek hukum inter-
nasional tersebut pada butir a dalam semua bidang kehidupan

internasional.
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